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The research material characteristics of property rights over the land and the 
house that is acquired through an auction, the issues discussed whether the 
purchase of land and building houses by public auction are not approved by the 
owner of the object of auction lawful and whether the official auction may be 
requested insurance contested by the winners of the auction due to the owner 
refused emptying the auction object. The study used the approach of legislation 
and approach to the concept, obtained a conclusion as follows: Auction officials 
should be held accountable contested by the winners of the auction due to the 
owners refused to empty the auction objects, because the operator of the auction, 
since the object of the auction submitted to the Office of the Auction, since it must 
secure an auction object by placing their employees to keep the auction object. If 
in fact the object of the auction is still occupied by the owner of the auction 
objects without a valid reason, which berartiu Auction officials should not carry 
out auctions because of noncompliance with the terms of pre auction. If it still 
implement it by publishing the minutes of the auction, the auction treatise is 
flawed. This means that because of inaccuracy dalamn Auction officials carrying 
out the auction resulted in the winning bidder and the losses suffered due to 
negligence Auction officials accountable for the losses. 
 













Materi penelitian karakteristik hak milik atas tanah dan rumah yang perolehannya 
melalui lelang, permasalahan yang dibahas apakah pembelian tanah beserta 
bangunan rumah melalui lelang umum yang tidak disetujui oleh pemilik obyek 
lelang sah menurut hukum dan apakah Pejabat Lelang dapat dimintakan 
pertanggungan gugat oleh pemenang lelang akibat pemilik menolak 
mengosongkan obyek lelang. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan 
perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan sebagai 
berikut: Pejabat Lelang dapat dimintakan pertanggungan gugat oleh pemenang 
lelang akibat pemilik menolak mengosongkan obyek lelang, karena selaku 
pelaksana lelang, sejak obyek lelang diserahkan kepada Kantor Lelang, maka 
sejak itu harus mengamankan obyek lelang dengan menempatkan pegawainya 
untuk menjaga obyek lelang. Apabila kenyataannya obyek lelang masih diduduki 
oleh pemilik obyek lelang tanpa alasan yang sah, yang berartiu seharusnya Pejabat 
Lelang tidak melaksanakan lelang karena tidak dipenuhinya syarat pra lelang. 
Apabila tetap melaksanakannya dengan menerbitkan risalah lelang, maka risalah 
lelang tersebut adalah cacat hukum. Hal ini berarti bahwa karena ketidakcermatan 
Pejabat Lelang dalamn melaksanakan lelang mengakibatkan pemenang lelang 
menderita kerugian dan Pejabat Lelang karena kelalaiannya bertanggung gugat 
atas kerugian tersebut. 
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1.2.1. Pembelian tanah beserta bangunan rumah melalui lelang umum yang 
tidak disetujui oleh pemilik obyek lelang sebagai pembeli yang sah 
menurut hukum, dan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai 
pembeli di pelelangan umum sebagaimana pasal 499 B.W., 
merupakan pembeli yang beritikad baik dan dapat mempertahankan 
haknya atas obyek lelang. Apabila obyek lelang masih dikuasai oleh 
pemilik lelang dengan cara tidak bersedia mengosongkan, maka dapat 
meminta bantuan aparat untuk melakukan eksekusi. 
 
1.2.2. Pejabat Lelang dapat dimintakan pertanggungan gugat oleh pemenang 
lelang akibat pemilik menolak mengosongkan obyek lelang, karena 
selaku pelaksana lelang, sejak obyek lelang diserahkan kepada Kantor 
Lelang, maka sejak itu harus mengamankan obyek lelang dengan 
menempatkan pegawainya untuk menjaga obyek lelang (pegawai-
pegawai tersebut adalah orang-orang yang berada di bawah 
tanggungan pejabat lelang). Apabila kenyataannya obyek lelang masih 
diduduki oleh pemilik obyek lelang tanpa alasan yang sah, yang 
berarti seharusnya Pejabat Lelang tidak melaksanakan lelang karena 
tidak dipenuhinya syarat pra lelang. Apabila tetap melaksanakannya 








cacat hukum. Hal ini berarti bahwa karena ketidakcermatan Pejabat 
Lelang dalamn melaksanakan lelang mengakibatkan pemenang lelang 
menderita kerugian dan Pejabat Lelang karena kelalaiannya 




4.3.1. Hendaknya pemenang lelang dan Pejabat Lelang meminta bantuan 
kepada aparat negara (Polisi) unjtuk mengeksekusi obyek lelang 
dengan memerintahkan dengan paksa pemilik obyek lelang untuk 
segera meninggalkan atau mengosongkannya. 
 
4.2.2. Hendaknya pemenang lelang menggugat Pejabat Lelang atas dasar 
perbuatan melanggar hukum berupa penggantian biaya, rugi dan 
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